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ABSTRAK 
ANDI SHULBYAH RESKI ALWANI, B11112 113 ,Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan Yang Dilakukan 
Oleh Oknum Anggota Kepolisian dibawah bimbingan Muhadar 
selaku pembimbing I dan Amir Ilyas pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar 
hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota 
kepolisian dan juga untuk mengetahui pertimbangan hokum oleh majelis 
hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pemerasan yang 
dilakukan oleh anggota kepolisian. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.Dengan 
menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan analisis data yang 
dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif . 
Dari penelitian penulis yang dilakukan diperoleh bahwa : 1. Yang 
menjadi dasar hokum adalah dalam tindak pidana pemerasan yang 
dilakukan anggota polisi ini adalah Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,dimana ada beberapa tahapan-tahapan dalam 
penerapan hokum terhadap suatu tindak pidana yang meliputi tahapan 
pengaduan meliputi tahapan pengaduan oleh saksi korban, tahap 
penyidikan, tahap penuntutan dan tahap putusan pengadilan, 2. Majelis 
hakim sebelum memutuskan atau menjatuhkan putusan tindak pidana 
pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian memberikan 
perimbangan-pertimbangan yang juga merupakan hukum dan untuk 
menghukum terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan.Dan dari putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 1921/Pid.B/2013/PN.Makassar terdakwa telah terbukti 
melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. 
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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatu . 
Syukur Alhhamdulilah, segala puji panjatkan kehadirat Allah SWT , 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan 
judul  “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN 
DAN PEMERASAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi 
Kasus Nomor Putusan 1921/Pid.B/2013/PN.Makassar). “ 
Penyelesaian skripsi adalah hal yang membanggakan bagi penulis 
hingga saat ini karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai 
salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk 
melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada 
bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 
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jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, masih 
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dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman yang menggeluti 
bidang yang sama dengan penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat 
(ubi-ius ubi-societas). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian 
dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur 
dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, 
haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum harus 
ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan 
dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas 
hukum (rechstaat)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). 
Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung 
untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas 
dasar peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat 
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ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat 
kepada aturan-aturan yang ditentukansebelumnya. 
Struktur negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak 
hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain 
Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman oleh 
8adan Peradilanyang perannyadijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir 
adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak 
hukurn harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban 
dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berialan 
dengan baik. Sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi 
contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan 
masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, Salah satu aparatur 
negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia adalah 
Polisi Republik Indonesia (POLRI). Peran POLRI sebagai pelindung, 
pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun 
sebagai manusia biasa, polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindakan 
kriminal yang dilakukannya. POLRI dalam menjalankan tugasnya 
seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan sehingga kadang kala 
mengambil keputusan yang kurang tepat, Banyak tudingan miring di 
masyarakat tentang pollsl, seperti kehidupan polisi yang tidak jauh dari 
narkotika dan obat-obatan ter1arang serta polisi yang dianggap arogan 
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karena bertindak sewenang-wenang. yang tidak sesuai dengan Peraturan 
Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi yang dibuat oleh institusi POLRI. 
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak 
terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. 
Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek 
kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa 
pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas 
kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam 
masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa 
ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja 
namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya kejahatan-
kejahatan. 
Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi 
dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. 
Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat 
mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan 
untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang 
sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. 
Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan 
sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin 
tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Yang 
memprihatinkan adalah tindak pidana penipuan di negara Indonesia 
bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga 
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polisi yang sejatinya adalah penegak hukum, pengayom dan pelindung 
masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, 
seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Belum lagi kasus 
yang baru-baru ini terjadi, bahkan lebih parah, seorang ketua Mahkamah 
Konstitusi tertangkap tangan terlibat kasus suap. Hal ini mencerminkan 
bahwa betapa hancurnya, bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. 
Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa 
seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk 
masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum. 
Menjadi wajar ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada aparat 
penegak hukum. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi kita mengenai 
kondisi penegakan hukum di negara Indonesia sekarang ini. 
Ada hal yang menarik dari uraian di atas, bahwa penipuan yang 
terjadi sekarang ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada 
umumnya, tetapi juga polisi yang sejatinya adalah aparat penegak hukum. 
Hal ini bukan lagi menjadi rahasia bahkan dapat dikatakan hal yang biasa. 
Padahal lembaga Kepolisian pada dasarnya adalah lembaga pertama dan 
utama dalam hal penegakan hukum. Seharusnya merekalah yang menjadi 
contoh, panutan, sekaligus pelindung bagi masyarakat, bukan sebaliknya. 
Polisi dimata masyarakat awam sangat disegani bahkan ditakuti 
kehadirannya. Patut disayangkan memang apabila lembaga Kepolisian 
disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya 
memikirkan kepentingan pribadinya dengan melakukan praktek tindak 
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pidana yang mengakibatkan tercederainya nama institusi Kepolisian itu 
sendiri. Bukan hanya sampai disitu, bahkan polisi akan kehilangan respek 
dan kehilangan kepercayaan dari mayarakat. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 
“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PEMERASAN 
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN   
(Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)” 
B. RUMUSAN MASALAH  
1.  Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum 
angota Polri dalam putusan No.1921/Pid.B/2013/PN.Mks? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh 
oknum anggota Polri dalam putusan No. 
1921/Pid.B/2013/PN.Mks? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh 
oknum anggota polri dalam putusan 
No.1921/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum 
anggota Polri dalam putusan No.1921/Pid.B/2013/PN.Mks. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
Ada pun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
2.Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak yang 
berkepentingan untuk mengetahui upaya-upaya 
penanggulangan terhada tindak pidana penipuan dan 
pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri .  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. TINDAK PIDANA  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi 
tidak ada penjelasaan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Oleh karna itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti 
dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman 
pendapat.1 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga 
kata yakni, straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.2 
                                                          
1 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 
hlm 67. 
     2Ibid, hlm.69 
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Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 
mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 
waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.3 
 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana 
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret 
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 
arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.4 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literaratur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah stafbaar feit adalah sebagai berikut : 5 
1)  Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilaah tindak pidana, seperti 
dalam Undang-Unadang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, 
                                                          
3 Andi Hamzah, 2001, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 
22 
4 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 18.  
5 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm.67 
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(diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002), Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.  
2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya 
R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J Van 
Schravendijk  dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana 
Indonesia, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1, 
pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa 
pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Sementara 1950. 
3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan 
strafbaar feit. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, 
misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu 
peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1) A. Zaenal Abidin 
dalam buku beliau Hukum Pidana 1. Moeliatjo pernah juga 
menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik 
Percobaan Delik-Delik Penyrtaan walaupun menurut beliau lebih 
tepat dengan istilah perbuatan pidana.  
4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku Pokok-Pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja. 
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5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami 
dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravedjik dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum 
Pidana Indonesia. 
6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang 
Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3). 
7) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeliatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, 
met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar 
person”).6 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :7 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 
hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum).”  
                                                          
6 Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, hlm 58. 
7Teguh Prasetyo,2011, Hukum Pidana Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.49.  
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Sedangkan menurut Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan 
manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, 
strafwaarding (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna 
keselahan (en aan schuld te wijten)8 
Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu, “tindakan yang menurut 
sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum”.9 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa tindak pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja 
yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-
citakan oleh masyarakat.10 
Jadi tindak pidana (strafbaar feit), peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa 
asing disebut delict artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
                                                          
8 Zaenal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.224 
9Frans Maramis, op.Cit, hlm 58 
10Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta,hlm.54 
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disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut”. 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan 
dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 
kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman 
pidana kalau dilanggar. 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) 
adalah:11 
1.  Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia  
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) 
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana,yakni  
Unsur Obyektif : 
1. Perbuatan orang 
                                                          
11 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung:  PT. Revika Aditama, hlm 98. 
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2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau 
“dimuka umum”. 
Unsur Subyektif : 
1. Orang yang mampu bertanggung jawab 
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 
perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu 
dilakukan. 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan 
sebagai berikut :12 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 
unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. 
a. Unsur Subjektif 
                                                          
12 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm.193. 
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Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1  KUHPidana 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan lain-lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal 340 KUHPidana 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana. 
b. Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai  pegawai negri” 
di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan 
terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang yang berada 
di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur 
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mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu 
yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. 
Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 
yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.13 
a. Unsur Tingkah Laku 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
aktif atau positif (bandelen), juga dapat perbuatan materiil 
(materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 
untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud 
gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya 
mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). 
Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur 
tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit 
sekali dengan perbuatan pasif. 
Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku 
membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak 
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang 
seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif dan dengan tindak berbuat demikian, 
seorang itu disalahkan karna tidak melaksanakan kewajiban. 
 
                                                          
13 Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 83. 
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b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum 
formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat  (melwan hukum materiil/materieel wederrechtelijk). 
Karna bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut 
dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat 
tercela tersebut tidak tertulis. 
c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan. Oleh karna itu, unsur ini selalu melekat pada diri 
pelaku dan bersifat subjektif.  
Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku 
adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat 
serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. 
3.Jenis Tindak Pidana 
Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan 
atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :14 
 
 
                                                          
14 Ibid. Hlm 122. 
17 
 
1.   Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, 
hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu 
pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk 
membedakan kedua jenis delik itu. 
Ada dua pendapat : 
a.   Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini 
lalu didapati 2 jenis delik, ialah : 
1.   Rechtdelicten 
     Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 
dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-
delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse). 
2.   Wetsdelicten  
Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang-undang 
menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-
undang mengancamnya dengan pidana. Misal : 
memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia 
prohibita). Delik-delik semacam ini disebut 
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“pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak 
dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari 
sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang 
pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai 
bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada 
“pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan 
bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena 
perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka 
dicari ukuran lain.  
b.  Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada 
“kejahatan”. 
2.   Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara 
formil dan delik dengan perumusan secara materiil) 
a.   Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 
tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan 
(Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan 
perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan 
kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia 
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(Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, 210 
KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); 
pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian 
(Pasal 362 KUHPidana). 
b.  Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). 
Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak 
dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling 
banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 
187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), 
pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik 
formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.  
3.   Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commissa 
a.   Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, 
pencurian, penggelapan, penipuan.  
b.  Delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan yang diharuskan 
c.  Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang 
berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), 
akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat.  
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4.  Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
Tindak pidana sengaja (dolus) adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana 
yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalm pasal, 
misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang 
diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian (culpa) adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur 
culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karna kesengajaan. 
5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge 
stelde delicten) 
a.  Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 
perbuatan satu kali. 
b.  Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, 
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en 
aflopende delicten)  
      Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai    
ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya 
merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana). 
7. Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht 
delicten) 
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Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya 
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 
(gelaedeerde partij) misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 
KUHPidana) perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), chantage 
(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 
sub 2 KUHPidana jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut 
sifatnya, sebagai :  
a.   Delik aduan yang absolut, ialah misalnya Pasal 284, 310, 
332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut 
berdasarkan pengaduan. 
b.   Delik aduan yang relative ialah misalnya Pasal 367, disebut 
relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa 
antara si pembuat dan orang yang terkena. 
Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan 
tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan 
adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu 
tindak pidana kepada polisi 
8.  Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / 
peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde 
delicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan 
yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 
ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dsb. 
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(Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan 
karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan 
kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut 
“geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan 
(Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).  
4. Pemidanaan  
Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan 
sebagai penghukuman.15 
Pemidanaan itu bukan untuk dimaksudkan sebagai upaya balas 
dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 
kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud 
apabila melihat beberapa  tahap perencanaan sebagai berikut :16 
1. Pemberian pemidanaan oleh pembuat Undang-Undang 
2. Pemberian pemidanaan oleh badan yang berwenang 
3. Pemberian pemidanaan oleh instansi pelaksana yang 
berwenang 
                                                          
15 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 95. 
16 Ibid. hlm96 
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Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok 
yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan 
(relatif) dan kemudian ditambah golongan teori gabungan.17 
1. Teori Pembalasan (absolut) 
Teori  ini terbagi dua macam yaitu : 
a. Teori pembelasan yang objektif, yang berorientasi  pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan 
harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu 
bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan. 
b. Teori pembelasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh 
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah 
seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 
2. Teori Tujuan (relatif) 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga 
pencegahan untuk masa mendatang. 
                                                          
17 Erdianto Efendi, Op.Cit, hlm 141. 
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Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjuk 
kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih 
baik kembali. 
3. Teori Gabungan 
Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan 
bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan 
datang, karnanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasaan 
bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan 
besar, yaitu sebagai berikut :18 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya 
tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
 
                                                          
18 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 166. 
25 
 
B. PEMERASAN 
1. Pengertian Pemerasan 
Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam 
aktifitas kehidupan sehari-hari terjadi suatu masyarakat. Pemerasan itu 
terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Pemerasan dalam 
bahasa Belanda yaitu  afpersing dan dalam bahasa Inggris blackmail 
adalah suatu bentuk tindak pidana umum. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras yang 
bermakna leksikal, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.19  
Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII 
KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak 
pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman 
(afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang 
sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru 
karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut 
dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang 
sama.  
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, 
bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu 
"pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 
                                                          
19 Dunia Hukum dan Sistem Hukum, http://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-
pidana-pemerasan-blackmail.html, diakses pada pukul 14.37.  
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pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. 
Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua 
nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam 
Pasal 368 dan 369 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan 
dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :  
1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan 
sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik 
orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun 
menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku 
dalam tindak pidana ini.  
2. Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP 
     Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP : 
a.  Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur : 
1. Memaksa .  
2. Orang lain. 
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3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang 
seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain). 
5. Supaya memberi hutang. 
6. Untuk menghapus piutang. 
b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur - unsur : 
1. Dengan maksud. 
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.  
c. Maksud dari unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :  
1. Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan 
adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehenda kn ya 
sendiri  
2. Unsur  “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". 
Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, 
kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan 
suau barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta 
oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang 
yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah 
benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. 
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Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas 
itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si 
pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. 
Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh 
orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang 
tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain 
dari orang yang diperas.  
3. Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian 
"memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya 
mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini 
mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang 
yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu 
perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus 
membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan 
memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan 
untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, 
tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya 
kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah 
uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.  
4. Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya 
piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau 
meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas 
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kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh 
pemeras.  
5. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang 
dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" 
adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang 
lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak 
perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat 
dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain.  
3. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 368 KUHP : 
Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana 
pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :  
1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau 
diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini 
berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 
KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun 
penjara.  
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
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368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman 
pidana dua belas tahun penjara.  
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, 
merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan 
pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan 
pidana penjara dua belas tahun.  
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka 
berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 
365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan 
yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.  
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. 
Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) 
KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima 
belas tahun penjara.  
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka 
berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang 
memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat 
(1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 
365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam 
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dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, 
pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun penjara. 20 
C. PENIPUAN  
1. Pengertian Penipuan  
 Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau 
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain 
sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman 
pidana. 
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa 
tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan 
bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari 
keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik 
berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, 
misalnya menjatuhkan seorang dari jabatannya. 
Di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan 
kejahatan penipuan (oplichting) dalam bentuk umum, sedangkan yang 
tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk 
penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang 
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masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam 
bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan 
nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik 
dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan 
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, 
membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. 
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung 
dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi 
mengemukakan pengertian penipuan bahwa: 
Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkian 
kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud 
menguntungkan diri sindiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan 
ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang 
merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. 
 Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak 
secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat 
atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa 
terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. 
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Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah 
menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi 
sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 
kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 
menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan 
nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu 
pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 
perkataanya. 
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 
tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-
kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan 
terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan 
tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 
 
 
 
1. Unsur-unsur Kejahatan Penipuan 
Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-
unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut 
yaitu: 
1. Membujuk (menggerakkan hati)orang lain 
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2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu 
hutang atau menghapuskan suatu hutang 
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara: 
a. Memakai nama palsu 
b. Memakai kedudukan palsu 
c. Memakai tipu muslihat 
d. Memakai rangkaian kata-kata bohong 
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hukum. 
Sedangan Unsur-unsur tindak pidana penipuan  menurut adalah 
sebagai berikut:21 
1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan 
suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. 
Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. 
Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan 
sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain. 
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya 
adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 
menyerahkan barang itu dengan jalan : 
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. 
                                                          
21 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 70 
35 
 
b. Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang 
tersebut dalam Pasal 378 KUHP. 
Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan 
dalam Pasal 378 KUHP adalah: 
1. Menggunakan akal palsu 
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang 
sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang 
sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang 
hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang 
bernama Ancisorang akan percaya untuk memberikan suatu barang. 
Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari 
Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama 
orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan 
menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. 
2. Menggunakan kedudukan palsu 
Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan 
menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai 
pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian 
mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan 
mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil 
barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X 
yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak 
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mengetahui, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu 
dengan menggunakan kedudukan palsu. 
3. Menggunakan tipu muslihat 
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan 
yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-
buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang 
yang biasanya hati-hati. 
4. Menggunakan susunan belit dusta 
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga 
merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan 
tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh 
seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang 
mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi 
selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena 
tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, 
bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai 
kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat 
percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya 
penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, 
sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. 
Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus 
sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan 
yang  umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus 
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pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan 
harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang 
digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat 
dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan 
saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus 
disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya 
kepada cerita bohong itu. 
Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat 
sebagai berikut:22 
1. Unsur menggerakkan orang lain 
Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan 
maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. 
2. Unsur menyerahkan suatu benda 
Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara 
langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. 
Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu 
kepada orang suruhan dari orang yang menipu. 
Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti 
unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya 
upaya yang dilakukan oleh si penipu: 
1. Unsur memakai nama palsu 
                                                          
22 Ibid, hlm. 72. 
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Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang 
menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, 
dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada 
orang yang namanya disebutkan tadi. 
2. Unsur memakai martabat palsu 
Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam 
suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban 
percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia 
menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus 
piutang.  
3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohogan  
Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari 
suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan 
tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. 
Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta 
atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan 
kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. 
Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di 
atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak 
pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, 
apabila unsur-unsur yang disebut da dalam pasal tersebut telah terpenuhi, 
maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai 
perbuatannya. 
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D. POLISI REPUBLIK INDONESIA (Polri) 
1. Pengertian dan Tugas Anggota Polri  
 Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 2 
menyatakan, bahwa anggota Polisi Negara Republik Indonesia adalah 
pegawai negri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 
20 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa 
pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 
 a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan  
 b. Pegawai Negri Sipil  
 Terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan perundang-undangan dibidang 
kepegawaian, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini yang penulis ingin 
tegaskan adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
mempunyai tugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom 
masyarakat. 
_____________________ 
   20 R. Susilo, 1995, Kitab Undang-Undang HUkum Pidana, Bogor, hal 368-371. 
 Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menyatakan 
bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 
  a. memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat  
  b. mengakakan hukum, dan  
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  c. memberikan perlindungan , pegayoman , dan pelayanan 
kepada masyarakat 
ketiga tugas pokok tersebut, sesunguhnya bukan merupakan urutan 
prioritas, sebab ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam 
pelaksanaannya tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan 
dapat dikominasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus 
berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, 
dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu, 
ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang menggandung 
pengertian umum, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah 
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat 
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 
ketertiban , dan tegaknya hukum , serta terbinanya ketentraman, yang 
mengandung kemampuan membinaa serta mengembangkan potensi dan 
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi 
segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya 
yang dapat meresahkan masyarakat. 
 
 2. Anggota Polri sebagai Pelaku Tindak Pidana  
 Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan 
berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2002 , maka anggota Polri tersebut 
dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang 
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melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam PP Nomor 3 
Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Angota Polri yang 
Melakukan Tindak Pidana. 
 Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka 
penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh Kesatuan 
Reserse Kriminal, setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan 
Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
Provos. Selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya 
dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan. 
Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut 
mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya. 
Tetapi bagi anggota Polri ada proses lanjut setelah vonis bersalah dari 
pengadilan , yaitu siding kode etik profesi Polri. 
 Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesua No. Pol 14: Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi 
Kepolisian Negara RI menyatakan kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya 
disingkat  KEEP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan 
kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku 
maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkn, dilarang, patut atau 
tidak patut dilkukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab jabatan. 
 Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian atau Polri, 
yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal 
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yang kokoh dari polisi dalam mlaksanakan pengabdiannya maka, akan 
membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat 
mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu 
berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati 
nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki. 
Tanpa mmahami dasar itu seorang polisi akan dapat goyah apabila 
menghadapi problema-promblema yang dijumpai dalam penugasan. Sikap 
goyah itu akan mendorong mereka untuk berperilaku menyimbang dari 
Etika kepolisian yang seharusnya mereka tegakkan. 
 Untuk menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian ini, kemudian 
dbentuk Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KEP. KKEP 
adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara dalam bersidangan pelanggaran KEPP 
sesuai dengan jenjang kepangkatan. 
 Berdasarkan  Pasal 21 ayat (2) Peraturan KApolri No. Pol:14 Tahun 
2011 menyatakan, Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik 
dikenakan sanksi berupa:  
a. Pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela 
b. Kewajiban  pelanggr untuk meminta maaf secara lisan dihadapan 
sidang KKEP dan/atau secra tertulis kepada pimpinan polri dan 
pihak yang dirugikan; 
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c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental 
kepribadian, kewajiban, keagamaan, dan pengetahuan profesi, 
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu); 
d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 
e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang berdifat demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tahun; 
f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau 
      g. PTDH sebagai anggota Polri.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis 
memilih tempat tersebut karena kasus yang diangkat, yang dapat 
mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain diputus oleh Pengadilan 
Negeri Makassar dengan putusan No.1921/Pid.B/2013/PN.Mks..  
B. Jenis dan Sumber Data 
      Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:  
1. Data Primer  
    Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan penelitian ini 
yaitu  hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutus perkara 
ini. 
2. Data Sekunder  
    Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan 
dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan 
erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa: 
1. Penelitian Pustaka (library research)  
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan 
membaca berbagai buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.  
2.   Penelitian Lapangan (field research)  
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 
melakukan teknik Interview (wawancara) yakni penelitian melakukan tanya 
jawab secara langsung terhadap pelaku serta hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa  yang telah memutus perkara ini 
D. Analisis data 
      Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang 
tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan 
sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan cara 
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menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan anggota 
polri. Hasil wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan 
dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat 
deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Yang 
dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Sebagaimana dalam Putusan 
nomor 1921PID.B/2013/PN.MKS 
 Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dan mencari 
dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan 
yang dirumuskan penutut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat 
kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk 
membertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana 
dalam perkara pidana tersebut. 
 Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya 
dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu 
akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak 
pidana sebagai pertanggung jawaban yang diberikan atas perbuatannya.  
 Tindak pidana merupakan suatau tindakan yang melanggar hokum 
yang telah dilakukan dengan baik secara sengaja maupun secara tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggung jawabkan 
dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
48 
 
dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka 
perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan . 
 Berdasarkan dengan persoalan diatas, maka penulis terlebih 
dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam Putusan 
Pengadilan Negri Nomor 1921/PID.B/2013/PN.Makassar. 
1. POSISI KASUS 
Bahwa terdakwa Deddy Kusnadi Jamri, pada hari minggu 10 
Agustus 2011 pukul 19.30 wita di Jl. Mesjid Raya Samping ATM BCA 
kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hokum PN. Makassar yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk 
mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , 
dengan ancaman pencemaran , baik secara lisan maupun tulisan atau 
dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang 
supaya memberikan barang atau sesuatu berupa uang tunai sejumlah 
Rp. 18.000.000 (delapan belas juta) yang  milik saksi korban Sri 
Mulyono dan Nafiatin Naziliah, atau supaya membuat hutang ataupun 
penghapusan piutang.  
2. Berawal pada saat mereka saksi Nafiatin dan saksi Sri Mulyono 
berada di pantai Akkarena dimana saat itu saksi Nafianti ingin 
menyampaikan permasalahan keluarganya kepada Sri Mulyono 
dimana saat itu keduanya berada didalam mobil Sri Mulyno. 
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3. Bahwa selanjutnya keduanya menuju jalan pulang kerumahnya 
namun dalam perjalan pulangnya tepatnya di Jl. Mesjid Raya 
samping ATM BCA , terdakwa Deddy Kusnadi jamr4i dengan 
mengendarai sepeda motor menghentikan kendaraan saksi 
korban yang saat itu mengaku sebagai anggota polisi dan 
bernama Briptu Rusdi yang berdinas di  Polda Sul-sel. 
4. Bahwa saat itu terdakwa menyuruh pada saksi korban untuk 
turun dari mobil dan mengatakan kedua saksi korban kalau 
telah melakukan perbuatan asusila saat berada di Pantai 
Akkarena, dan juga saat itu terdakwa akan menyampaikan 
kepada keluarga mereka, saksi juga akan dilaporkan kekantor 
Polisi. 
5. Bahwa atas ancaman terdakwa itu mereka saksi ketakutan dan 
selanjutnya terdakwa kepada mereka saksi sejumlah 
Rp.15.000.000. (lima belas juta), sehinggah akhirnya para saksi 
memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta) 
kepada terdakwa. 
6. Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang 
kepada mereka para saksi Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), 
dimana mereka saat itu saksi hanya dapat memberikan 
tambahan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan 
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sisanya sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) akan mereka 
berikan selanjutnya. 
7. Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa meminta 
sisanya sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), dimana saat 
itu mereka para saksi menyadari kalau dirinya telah diperas oleh 
terdakwa sehingga keduanya melaporkan kepada pihak yang 
berwajib. 
8. Bahwa selanjutnya mereka saksi menghubungi terdakwa untuk 
menyerahkan sisa uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta 
rupiah), dan berjanji bertemu didepan ATM BCA Panakukang 
Makassar, dan setelah terdakwa sudah berada ditempat yang 
mereka saksi sepakati untuk bertemu selanjutnya terdakwa 
ditangkap oleh petugas polisi. 
9. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan 
kepada Polda Sul-Sel untuk diproses lebih lanjut. 
10. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mereka saksi 
mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000. (delapan belas 
juta rupiah). 
 
 
 
51 
 
2. Dakwaan Penutut umum 
Isi dari dakwaan penutut umum terhadap kasus tersebut dibacakan 
dihadapan persidangan  Majelis Hakim Pengadilan Negri Makassar, 
pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa tindak pidana 
sebagaimana diatur dan dan diancam tindak pidana pasal 369 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan dan 
pengancaman yang unsur-unsurnya sebagai berikut  : 
1. Unsur Barangsiapa. 
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa 
seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk memerikan barang sesuatu; 
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang. 
Ad. 1. Barang Siapa; 
 Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa 
saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum, yang dimana identitasnya 
tercantum dalam surat dakwaan dan diakui terdakwa. 
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Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memerikan barang 
sesuatu; 
 Bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan saksi-
saksi dan terdakwa sendiri, dimana saat itu terdakwa telah memaksa saksi 
korban untuk menyerahkan suatu barang sebesar Rp. 18.000.000. 
(delapan belas juta rupiah), dimana saat itu terdakwa mengancam kalau 
saksi korban tidak memberi maka terdakwa menyampaikan kepada 
keluarga saksi kalau saksi korban dan rekannya telah berdua-duaan di 
Pantai Akkarena , atas ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa 
ketakutan dan mengikuti keinginan terdakwa dan memberikan uang 
sejumlah yang diminta terdakwa.  
Ad. 3 Unsur seluruhnya atau sebahagian milik orang lain  
 Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa sendiri, dimana uang sebesar Rp.18.000.000. 
(delapan belas juta rupiah), adalah milik saksi Nafianty dan Sri Mulyono 
yang merupakan rekan saksi Nafianty, dan sama sekali dimuka 
persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan kalau uang tersebut 
sebagai miliknya. 
 Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
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3. Tuntutan oleh Penuntut Umum 
  Tuntutan penutut umum yang dibacakan didepan persidangan 
Pengadilan Negri Makassar, maka dasarnya kepada Majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan : 
- Menyatakan terdakwa DEDDI KUSNADY JAMRI, bersalah melakukan 
Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman sesuai dengan Pasal 
369 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.  
- Menyatakan terdakwa DEDDI KUSNADY JAMRI dengan pidana 
selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan. 
- Menyatakan barang bukti berupa : 
2. 1 Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol DD 3320 DO 
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000 (lima ribu rupiah). 
Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dalam siding hari ini 
Selasa tanggal 21 agutus 2014. 
4. Penerapan Ketentuan Oleh Hakim  
 Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
pada dasarnya adalah sebagai berikut : 
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1. Unsur barang siapa 
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ; 
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain. 
 Majelis hakim berpendapat, bahwa penuntut umum telah berhasil 
membuktikan dakwaannya oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah 
dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahanya 
berdasarkan pasal 369 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dengan 
Pengancaman. 
 Majelis hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara 
selama : 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Hakim menjatuhkan pidana 
penjara yang minimal karena ditengah-tengah penyelesian kasus, kedua 
belah pihak telah sepakat untuk saling memaafkan karena kedua belah 
pihak masih ada hubungan keluarga dan meminta Jaksa dan Hakim 
supaya tersangka dijatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya 
hakim mempertimbangkan hal tersebut dan masih banyak hal lainya maka 
hakim menjatuhkan sanksi yang sangat ringan.  
 Dalam kontes perkara ini, terpidana dinilai oleh hakim melakukan 
serangkaian pemerasan dan pengancaman yang menimbulkan kerugian 
si korban maupun keluarganya. Nathan Lambe ( wawancara 1 juli 2015) 
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“berpendapat bahwa untuk perkara pemerasan yang disertai 
pengancaman sebenarnya terhadap korban ini tentunya sangat merugikan 
korban namun belakangan diketahui bahwa ada hubungan kekeluargan 
makanya ingin diselesaikan secara kekeluargaan, maka terpidana 
dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggarnya dalam KUHP 
tentang pemerasan dan pengancaman. 
5. Analisis Penulis  
  Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dalam 
mencari dan membuktikan perkara materil berdasarkan fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh penutut umum. 
  Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum 
pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya 
seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam 
persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling berkesesuaian 
ditambah keterangan terdakwa mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negri Makassar 
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mecocoki rumusan 
delik yang terdapat dalam Pasal 369 ayat (1) tentang Pemerasan dan 
Pengancaman. 
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Berkaitan dengan masalah diatas , penulis melakukan wawancara dengan 
salah seorang Hakim Pengadilan Negri Makassar Nathan Lambe, S.H, 
M.H (wawncara 10 agustus 2016) yang mengatakan bahwa : 
 “ Bahwa penerapan ketentuan pidana terhdap terdakwa diliat dari 
tuntutan penutut umum didalam surat dakwan dan KUHP yang dilanggar 
oleh terdakwa, dalam hal ini Deddy Kusnadi Jammri “ 
 Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
pemerasan dengan pengancaman dalam Putusan perkara Nomor 
1921/Pid.B/2013/PN.Mks adalah menurut Nathan Lambe, S.H, M.H 
(wawancara 10 agustus 2016) yang mengatakan bahwa : 
 “ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 
3(tiga) bulan 15(lima belas) hari agar terdakwa jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. “ 
 Pemidanaan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peran Hakim 
sangat penting. Ia mengkongkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam 
suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana 
yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaiakan konflik atau 
pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 
Karena pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenakan merendahkan martabat manusia melainkan hanya memberi 
efek jera.  
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 Uraian diatas diperkuat oleh Nathan Lambe, S.H, M.H salah seorang 
Hakim pada Pengadilan Negri Makassar yang menyatakan sebagai 
berikut :  
 “Tujuan Hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana yaitu agar 
terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah 
diketahui bahwa tujuan peminadaan bukannlah sebagai sarana balas 
dendam, yang memandang pidana sebagai nestapa yang dikenakan 
kepada pembuat melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan 
tujuan pemidanaan mengalami perkembangan kearah rasional.”.  
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Pada Perkara Pidana Nomor : 
1921/Pid.B/2013/PN.Makassar  
 Konsekuensi dengan adanya Hukum dalam keputusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak 
akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata melainkan, 
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan 
individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum 
sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh 
pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman 
bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung pada sisi mana 
kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 
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tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum 
tetapi juga rasa keadilan.  
 Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam Putusan perkara No. 1921/Pid.B/2013/PN.Makassar.  
A. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai 
berikut :  
-  Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2011 sekira 
pukul 19.30 bertempat dijalan Mesjid  Raya samping ATM BCA, 
terdakwa meminta uang kepada Sri Mulyono sebesar 
Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah). 
-  Bahwa benar saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai 
anggota Polisi bernama Briptu Rusdi yang bertugas di Polda 
Sulselbar. 
-  Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi dan 
menyuruh saksi Nafianty dan Sri Mulyono untuk naik keatas 
mobil dimana saat itu akan dibawah ke Polsek dan saat itu 
terdakwa meminta uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas 
juta rupiah). 
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-  Bahwa benar selanjutnya dilakukan penahanan terhadap diri 
terdakwa, dimana selanjutnya melalui saksi Hamzah Bambeng 
dimana merupakan sahabat dari orang tua yang juga Anggota 
Polisi Akhirnya melakukan perdamaian dengan saksi dengan 
mengembalikan uang milik sejumlah Rp.18.000.000 (delapan 
belas juta rupiah) dan tertuang dalam surat pernyataan damai 
yang mana saksi Nafianty dan rekannya menyatakan tidak 
keberatan atas perbuatan terdakwa. 
-  Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP dan 
membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan muka 
persidangan. 
-  Bahwa benar uang yang terdakwa terima adalah untuk 
kepentingan terdakwa sendiri dan tidak untuk diserahkan 
kepada siapa-siapa. 
Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula : 
-  Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 
R No. DD 3320 DO  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
saling bersesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, 
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”. 
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 Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penutut Umum didakwa telah 
melakukan tindak pidana dengan dakwaan : Pertama Pasal 369 ayat 1 
KUHP atau, kedua pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang pemerasan 
dengan pengancaman.  
 Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum di susun 
secara alternative maka majelis hakim akan memilih untuk membuktikan 
dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan.  
 Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana 
dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan 
pengancaman unsur-unsurnya sebagai berikut :  
1. Barang Siapa 
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang 
dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu; 
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.  
 Menimbang, bahwa oleh semua unsur-unsur yang terdapat dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim 
berbendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 
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369 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dengan Pengancaman yakni 
‘Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”. 
 Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan 
pidana atas diri terdakwa, harus dinyatakan dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya.  
 Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman 
kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi 
diri terdakwa : 
 Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  
 Hal-hal yang meringankan : 
-  Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga 
memperlancar jalannya persidangan;  
-  Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi 
perbuatannya; 
-  Terdakwa bersikap sopan selama bersidang; 
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    Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan tersebut, majelis berpendapat bahwa pidana 
yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan 
terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil. 
 Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan maka 
lamanya terdakwa dalam status tahanan akan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan.  
 Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan agar 
terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti 
dan atau mengulangi tindak pidana, maka sudah selayaknya terdakwa 
diperintahkan untuk tetap dalam tahanan. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas maka hukuman yang dijatuhkan sebagaimana yang akan 
disebutkan dalam amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan 
kesalahan terdakwa. 
 Sehingga terdakwa dengan ini dijatuhi hukuman yang terdapat dalam 
Amar Putusan : 
1. Menyatakan terdakwa DEDDY KUSNADI JAMRI  telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pemerasan”; 
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2. Menjauhkan pidana kepada terdakwa DEDDY KUSNADI 
JAMRI oleh karena itu pidana penjara selama 2(dua) bulan 
15(lima belas) hari; 
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor 
Kawasaki Ninja R No. Pol. DD 3220 DO dikembalikan kepada 
terdakwa; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). 
 Menurut Nathan Lambe, S.H, M.H bahwa perbuatan terpidana  
berdasarkan alat-alat bukti seperti keterangan-keterangan saksi yang 
diajukan serta fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. 
Hal ini dapat dinilai dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan 
terpidana yang melakukan serangkaian pengancaman untuk melakukan 
pemerasaan terhadap korbannya yang tidak memperdulikan kerugian 
yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut.  
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B. ANALISIS PENULIS  
  Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak 
akan berhenti dengan mempertimbangkan hukum semata-mata, 
melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan 
kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan 
menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan 
kekalahan oleh pencari keadilan.  
  Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengait keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang 
sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan 
yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum.  
  Berdasarkasn Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Makassar, 
menyatakan bahwa terdakwa atas nama Deddy Kusnadi Jamri 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana Pemerasan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Dengan 
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demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum 
dan tidak terdapat alasan pembenaran, terdakwa juga adalah orang 
yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang 
dilakukannya melakukan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga 
dengan demikian Putusan Hakim yang berisikan pemidanaan 
sudah tepat.  
  Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan 
oleh hakim dilakukan sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dengan banyak 
pertimbangan diantaranya terdakwa merupakan tulang punggung 
keluarga dan adanya perdamaian antara kedua belah pihak maka 
terdakwa mendapatkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim 
selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan menurut penulis 
sudah tepat karena dari analisis yang diperoleh kesimpulan bahwa 
terdakwa dan korban sudah saling memaafkan. Tetapi karena  
masalah ini sudah di laporkan dan masuk dalam rana persidangan 
maka harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.  
  Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa yang 
masih dianggap belum dewasa, seorang hakim haruslah 
memutuskan sebuah Putusan dengan pertimbangan yang berasal 
pada hati nuraninya lalu kemudian kepikirannya agar dapat 
menghasilakn Putusan yang seadil-adilnya, untuk itu dalam kasus 
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ini seorang terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan (tidak 
menjatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 369 ayat (1) yaitu) 4 
tahun agar kelak kemudian hari dapat diperbaiki dirinya menjadi 
lebih baik. 
  Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa, 
terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa 
sehingga Putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa 
keadilan.  
  Dalam kasus ini terdakwa bergabung sebagai anggota 
kepolisisan dimana diketahui bahwa seorang anggota kepolisian 
harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sedangkan 
yang terjadi pada kasus ini justru anggota kepolisian yang 
melakukan tindak pidana. Sebagaimana Indonesia merupakan 
Negara hukum jadi siapapun yang melanggar aturan hukum dapat 
dikenakan hukuman. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil  hasil penelitian dan pembahasan, maka 
penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana  
Pemerasan pada Perkara Pidana yang terdapat dalam  
Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Makassar telah 
menerapkan Pasal ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dan 
Pengancaman, yang sudah sesuai dengan faktor perbuatan 
pelaku yang mengancam korbannya untuk diperas dan sanksi 
yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materil. Serta 
selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-
alasan penghapusan pertanggung jawab dan harus 
mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya . 
2. Pertimbangan Hukum Hakim  dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku  perkara  Putusan Nomor 
1921/Pid.B/2013/PN.Makassar , dalam pertimbangan hukum 
oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap 
terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling 
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ringan berdasarkan Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tentang Pemerasan dan Pengancaman. 
seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam 
Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim 
untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa 
lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi 
perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum.  
B.Saran  
 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
berbagai hal sebagai berikut :  
1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih 
dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari 
perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. 
2. Diharap pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam 
menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat 
seperti memberikan penyuluhan hukum dilingkungan 
masyarakat sebagai upaya preventif dengan membangun 
kecerdasaan spiritual.  
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